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ABSTRACT
Background of this research is because the duty of the company to implemented the corporate social responsibility (CSR). It has arranged in regulation, which is in regulation No. 25 in 2007 about financial investment (UUPM) and regulation No. 40 in 2007 about incorporated company (UUPT) as a follow up from concern 33 UUD 1945. Therefore, CSR is not the responsibility of morality but it is responsibility of law.

The difference of formulation and CSR meaningfully in UUPT and UUPM will surface the law conflict. This conflict has an impact to consequences as a shape of CSR implementation. With the result, the implementation is depend on the commitment, perception, perspective, and necessity of the company it self.

Based on this background, writer fined some problems. They are: how to CSR execution financial investment company in West Sumatra, how to apply the sanctions, and obstruction in CSR execution.

The research method that use is Juridical Sociology. This research approach stressing in maintenance practice and law applies in CSR execution by the company.

After the writer was doing this research and discussing, therefore, the writer have some conclusion, they are : BUMN company executed the CSR based on the certainty of BUMN ministerial regulation, No. Per-05/MBU/2007, it isn’t based on the certainty concern 74 UUPDT. The company that it is not include in BUMN, there are some regulation yet. The orientation of CSR execution just the philanthropy (filantropis). Commitment, big and small a company and established is very influenced the CSR execution. There is no company that gets sanction yet in CSR execution. Obstruction in CSR execution is no regulation yet from government that arranges the Corporate Social Responsibility (CSR). 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hasil amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat (4) membawa harapan baru terhadap pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi  berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.     

Menyikapi ketentuan hasil amandemen keempat UUD1945 Pasal 33 tersebut maka Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Selanjutnya disingkat dengan UUPM) dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disingkat dengan UUPT) telah  memuat pengaturan tentang pelaksanakan tanggung jawab sosial oleh perusahaan atau lebih dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). Dalam UUPM Pasal 15 dinyatakan bahwa, setiap  penanam modal berkewajiban,  menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggungjawab sosial, membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal,  dan menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal. Demikian juga dalam UUPT Pasal 74 menyatakan bawah :
 
1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

3. Perseroan  yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah 

Pengertian CSR yang telah dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan ternyata belum mempunyai bahasa dan makna yang sama terhadap CSR tersebut
. Pengertian CSR dalam penjelasan Pasal 15 huruf (b) UUPM yang menegaskan bahwa “tanggung jawab sosial perusahan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.

Menurut Pasal 1 angka (3) UUPT menegaskan bahwa “tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Pengertian CSR dari penjelasan UUPM dan rumusan CSR dalam UUPT  terlihat belum adanya kesatuan bahasa yang memaknai CSR tersebut. Kedua undang-undang ini memaknai terminologi CSR pada titik pandang yang berbeda. UUPM menekankan CSR sebagai upaya perusahaan untuk menciptakan harmonisasi dengan lingkungan di mana ia melakukan aktivitas usahanya. Sedangkan UUPT lebih menekankan CSR sebagai wujud komitmen dalam sustainable economic development. Selain itu UUPT juga memisahkan antara tanggung jawab sosial (Social responsibiliy) dengan tanggung jawab lingkungan (environment responsibility). Pada hal dalam makna CSR yang selama ini dikenal secara umum di mana aspek lingkungan merupakan salah satu aspek selain aspek ekonomi dan sosial dari tanggung jawab sosial itu sendiri.


Jadi dengan adanya perbedaan rumusan dan pemaknaan CSR dalam UUPT dan UUPM akan menimbulkan konflik hukum, konflik ini akan berdampak pada konsekuensi wujud dari implementasi CSR itu sendiri. Sampai saat sekarang belum ada kesatuan pandang baik dari lembaga maupun para pakar mengenai pengertian maupun ruang lingkup CSR tersebut, sehingga implementasinya amat tergantung pada komitmen, visi, pemahaman, dan kebutuhan dari perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian saya ingin melihat lebih jauh atau meneliti Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Oleh Perusahaan Penanaman Modal di Sumatera Barat.  
B.  Permasalahan

Berdasarkan pada uraian latar belakang tesis, maka dirumuskan 3 (tiga) rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan CSR yang dapat mewujukan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat oleh perusahaan penanaman modal di Sumatera Barat ?.
2. Bagaimana sanksi bagi perusahaan penanaman modal yang tidak melaksanakan CSR ?.
3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh perusahaan penanaman mnodal dalam pelaksanaan CSR ?.
C. Metode Penelitian
Dalam penelitian  ini metode yang hendak diterapkan adalah :

       1.  Pendekatan.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian  yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian empiris atau penelitian hukum sosiologis (Socio-legal research). Pendekatan yang menekankan pada praktek penegakan, pelaksanaana, penerapan hukum di dalam masyarakat. Sejalan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka  pendekatannya adalah praktek, penegakan, penerapan,  pelaksanaan CSR oleh perseroan penanaman modal yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam.

2.  Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara menyeluruh dan lengkap mengenai pelaksanakan CSR  oleh perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya, di bidang sumber daya alam. Selanjutnya menganalisis semua data (empiris) yang diperoleh terkait dengan permasalahan yang akan diteliti atau pada hakekatnya dapat menjawab semua permasalahan penelitian.
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Sebagai sebuah konsep yang makin popular, CSR ternyata belum memiliki definisi yang tunggal. Namun demikian ada satu hal yang perlu dicatat sehubungan dengan belum adanya kesatuan bahasa terhadap CSR, yaitu CSR ini telah diimplementasikan oleh perusahaan dalam berbagai bentuk kegiatan yang didasarkan atas kesukarelaan. Dan semua itu dilakukan dengan motifasi yang beragam, tergantung pada cara melihat dan memaknai CSR itu sendiri. Rumusan CSR baik oleh para ahli maupun lembaga-lembaga tetap terjadi perbedaan karena mereka melihat dari perspektif subyekifitas masing-masing.


Selain itu terminology juga menunjukkan perbedaan, meskipun maknanya dipersamakan dengan CSR dan penggunaannya, sering dipergantikan. Menurut Business for Social Responsibility, USA penggunaan terminologi business responsibility, corporate citizenship, dan business citizhenship juga dipakai untuk merujuk pengertian CSR. Sedangkan di Indonesia sendiri terminology CSR ini juga sering dipadankan dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau tanggung jawab sosial korporasi dan tanggung jawab sosial dunia usaha. Untuk itu harus ada terminology mana yang disinonimkan dengan CSR tersebut.
     

Pengertian CSR itu telah dikemukakan oleh banyak pakar dan lembaga-lembaga yang terkait. Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian CSR dapat dilihat beberapa rumusan tentang CSR, sebagai berikut;

The Word Business Council for Sustainable Development (WBCSD), lembaga internasional yang berdiri tahun 1995 dan beranggotakan lebih dari 120 multinasional company yang berasal lebih dari 30 negara, dalam publikasinya Making Good Business Sense mendifinisikan CSR , yaitu; “Corporate social responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and  contribute to economic development while improving the quality of life the workforce and their families as well as of the local community and society at large.” (CSR adalah, komitmen dari bisnis/perusahaan untuk berprilaku etis,  dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya  meningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas local dan masyarakat luas).

Definisi CSR menurut World Bank yaitu lembaga keuangan global merumuskan: “Corporate Social Responsibility is the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees ang their representatives, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development”.

European Union atau Uni Eropa sebagai lembaga perhimpunan negara-negara di benua Eropa merumuskan pengertian CSR dalam EU Green Paper on CSR sebagai “CSR is a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations ang in their interaction with their stakeholders on voluntary basic”.

Secara prinsip rumusan WBCSD dengan World Bank sama-sama menekankan CSR  sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja sama dengan karyawan, keluarga karyawan, dan masyarakat setempat (lokal) dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Namun demikian rumusan World Bank menambahkan penekanan pada kemanfaatan dari aktivitas CSR tersebut, bermanfaat bagi usaha dan pembangunan (in ways that are both good for business and good for development). Sedangkan pengertian dari European Union hanya menggambarkan CSR sebagai suatu konsep, bagaimana suatu perusahaan berusaha mengintegrasikan aspek sosial dan ingkungan serta stakeholders atas dasar “voluntary” dalam melakukan aktivitas usahanya. Pengintegrasian ini tidak hanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi meliputi kerelaan berinvestasi ke dalam modal manusia, lingkungan dan hubungan dengan stakholders.
       

Berdasarkan rumusan dari berbagai lembaga formal tersebut, saat ini belum belum kita temui kesepakatan bakunya. Kita semua bias memakluminya mengingat CSR adalah sebuah konsep yang berkembang dengan cepat, sehingga definisinya pun juga bias berubah-ubah menyesuaikan dengan perkembangannya. Namun demikian konsep ini menawarkan sebuah kesamaan, yaitu keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis dan perhatian terhadap aspek sosial serta lingkungan. 


Pengertian CSR dalam kontek Indonesia sebagaimana telah dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan ternyata belum mempunyai bahasa dan makna yang sama. 


Pengertian CSR menurut penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) yang menegaskan bahwa “tanggung jawab social perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.


Pengerian CSR dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menegaskan bahwa “tanggung jawab  sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Rumusan CSR dari penjelasan UUPM dan rumusan CSR dalam UUPT juga melihatkan belum adanya kesatuan bahasa yang memaknai CSR tersebut. Kedua undang-undang ini memakna terminology CSR pada titik pandang yang berbeda. UUPM menekankan CSR sebagai upaya perusahaan untuk menciptakan harmonisasi dengan lingkungan dimana ia melakukan aktivitas usahanya. Sedangkan UUPT lebih menekankan CSR sebagai wujud komitmen perusahaan dalam sustainable economic development. Selain itu UUPT juga memisahkan antara tanggung jawab sosial (social responsibility) dengan tanggung jawab lingkungan (environment responsibility). Pada hal dalam makna CSR yang selama ini dikenal secara umum di mana aspek lingkungan merupakan salah satu aspek selain aspek ekonomi dan sosial dari tanggung jawab sosial itu sendiri.

Selain perbedaan tersebut, bila dianalisa lebih jauh lagi mengenai pemaknaan CSR ini akan menimbulkan konsekwensi yuridis pada tataran implementasinya. UUPM hanya menjelaskan bahwa CSR adalah tanggung jawab social yang “melekat” pada setiap perusahaan penenaman modal. Kata melekat di sini mengandung makna bahwa CSR itu merupakan suatu kewajiban bagi seluruh perusahaan tanpa ada batasan bidang usaha dan bentuk badan usaha perusahaan di maksud. Sedangkan dalam Pasal 74 UUPT hanya menekankan pada perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak pada bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam saja. Atas dasar ketentuan ini timbul pertanyaan yaitu bagaimana dengan perusahaan yang bukan dalam bentuk PT yang bergerak dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Jadi dengan adanya perbedaan rumusan dan pemaknaan CSR dalam UUPM dan UUPT akan menimbulkan konflik hukum, konflik hukum ini akan berdampak pada konsekwensi wujud dan implementasai CSR itu sendiri. Kalau pembentuk undang-undang menekankan agar CSR bersifat imperative, yang terjadi justru sebaliknya di mana ketentuan CSR dalam UUPM dan UUPT jadi kehilangan maknanya, sehingga implementasinya amat tergantung pada persepsi dan visi perusahaan yang bersangkutan.

B. Ruang Lingkup CSR

 
Ruang lingkup CSR menurut Jhon Alkingston’s dapat dikelompok dalam 3 (tiga) aspek yang lebih dikenal dengan istilah “Triple Bottom Line” yang meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (economic prosperity), peningkatan kualitas lingkungan (environmental quality), dan keadilan sosial (social justice). Lebih lanjut ia juga menegaskan bahwa suatu perusahaan yang ingin menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainability development) harus memperhatikan “triple P” yaitu profit, planet, and people. Bila dikaitkan antara “triple bottom line” dengan “triple P” dapat disempulkan bahwa “profit” sebagai ujud aspek ekonomi, “Planet” sebagai ujud aspek lingkungan dan “People” sebagai aspek social.

Elkingston’s memberi pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan “3P”. Selain mengejar profit, perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). Dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggungjawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi financial-nya saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya.

Menurut Jack Mahoney dalam orasinya menegaskan bahwa melalui praktek etis dunia usaha modern dewasa sekarang sedikitnya ruang lingkup CSR dapat di bedakan atas 4 (empat) yaitu:

1. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas.

2. Keuntungan ekonomi yang diperoleh perusahaan .

3. Memenuihi aturan hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan kegiatan dunia usaha maupun kehidupan social masyarakat pada umumnya.

4. Menghormati hak dan kepentingan stakeholders atau pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung aktivitas perusahaan.

Atas dasar ruang lingkup CSR tersebut, maka CSR akan menjadi hal yang harus dikonkretkan, baik demi terciptanya suatu kehidupan sosial yang lebih baik maupun demi kelangsungan dan keberhasilan kegiatan bisnis perusahaan ini sendiri.

C. Pelaksanaan atau Inplementasi CSR


Dalam menjalankan aktivitas CSR tidak ada standar atu praktek-praktek tertentu yang dianggap terbaik, Setiap perusahaan memiliki karakteristik dan situasi yang unik yang berpengaruh terhadap bagaimana mereka memandang tanggung jawab sosial. Setiap perusahaan memiliki kondisi yang beragam dalam hal kesadaran akan berbagai isu berkaitan dengan CSR serta seberapa banyak hal yang telah dilakukan dalam hal mengimplementasikan pendekatan CSR.


Inplementasi CSR yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan sangat bergantung kepada misi, budaya, lingkungan dan profil resiko, serta kondisi operasional masing-masing perusahaan. Banyak perusahaan yang telah melibatkan diri dalam aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pelanggan, karyawan, komunitas, dan lingkungan sekitar, yang merupakan titik awal yang sangat baik menuju pendekatan CSR yang lebih luas. Pelaksanaan CSR dapat dilaksanakan menurut prioritas yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Aktivitas CSR perlu diintegrasikan dengan pengambilan keputusan inti, strategi, aktivitas, dan proses manajemen perusahaan.


Meskipun tidak terdapat standar atau praktek-praktek tertentu yang dianggap terbaik dalam pelaksanaan aktivitas CSR, namun kerangka kerja (framework) yang luas dalam pengimplementasian CSR masih dapat dirumuskan, yang didasarkan pada pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang-bidang seperti manajemen lingkungan. Kerangka kerja ini mengikuti model “plan, do, check, and improve” dan bersifat fleksibel, artinya dapat disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi oleh maing-masing perusahaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanan CSR Oleh PT. Semen Padang (Persero)

PT.Semen Padang adalah perseroan  yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam, yaitu mengeksploitasi bahan galian clay dengan luas areal pertambagan 88,91 Ha, mengeksploitasi bahan galian silica dengan luas areal pertambagan 107,20 Ha, dan mengeksploitasi bahan galian batukapur dengan luas areal pertambangan 206,96 Ha. Semuan hasil eksploitasi ini di jadikan bahan dasar memproduksi semen. Sebagai institusi bisnis PT. Semen Padang dituntut untuk dapat menghasilkan laba sebagaimana layaknya perusahan perusahaan bisnis lainnya. Namun disisi lain, pada saat yang bersamaan PT Semen Padang dituntut untuk berfungsi sebagai alat pembangunan nasional dan berperan sebagai institusi sosial. Peran sosial ini mengisyaratkan bukan saja pemilikan dan pengawasannya oleh publik tetapi juga menggambarkan konsep mengenai public purpose (sasarannya adalah masyarakat) dan public interest (orientasinya pada kepentingan masyarakat). Dengan demikian PT. Semen Padang menyadari betul bahwa posisi perusahaan Semen Padang di ibaratkan memiliki dua sisi mata uang. Di satu sisi berperan sebagai institusi bisnis dan di sisi lainnya berperan sebagai institusi sosial karena merupakan alat negara.

Pelaksanaan CSR oleh PT Semen Padang berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007. Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Negara BUMN pada 27 April 2007 ini pada prinsipnya mengikat PT. Semen Padang untuk menyelenggarakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan atau biasa disingkat dengan istilah PKBL.

Program kemitran adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam bentuk pinjaman baik untuk modal usaha maupun pembelian perangkat penunjang produksi agar usaha kecil menjadi tangguh dan mandiri, Sementara program bina lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah PT. Semen Padang berusaha atau beraktivitas.

1.  Sumber Dana Pelaksanaan CSR PT. Semen Padang. 

Sumber dana CSR PT. Semen Padang berasal dari penyisihan laba yang diperoleh setelah pajak, yang besarnya 1% sampai 5% , dan ditetapkan oleh putusan rapat umum pemegang saham (RUPS). Dalam realisasinya sumber dana untuk alokasi anggaran CSR terdiri dari:

1. Dana program kemitraan bersumber dari :

a. Penyisihan dari laba perusahaan setelah dipotong pajak penghasilan  sebesar 2% (dua persen);

b. Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito atau jasa giro dari dana program kemitraan setelah dikurangi beban operasional;

2. Dana program bina lingkungan bersumber dari:

a. Penyisihan laba setelah dipotong pajak penghasilan  sebesar 2% (dua persen)

b. Hasil bunga deposito atau jasa giro dana program bina lingkungan.

a. Dana program kemitran PT. Semen Padang diberikan dalam bentuk:

1) Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva dan rangka meningkatkan produksi dan penjualan.

2) Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan;

3) Beban pembinaan:

a). Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan program kemitraan;

b). Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana program kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;

c). Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan mitra binaan.

     b. Dana Program Bina Lingkungan PT. Semen Padang.
1)  Dana program bina lingkungan yang tersedia setiap tahun terdiri dari saldo kas awal tahun, penerimaan dari alokasi laba yang terealisir, pendapatan bunga jasa giro atau deposito yang terealisir serta pendapatan lainnya.

2) Setiap tahun berjalan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah dana program bina lingkungan yang tersedia dapat disalurkan untuk bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan atau pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana atau sarana umum, bantuan sarana ibadah, dan bantuan pelestarian alam.

3) Setiap tahun berjalan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah dana program bina lingkungan yang tersedia diperuntukkan bagi program bina lingkungan peduli PT. Semen Padang. Sedangkan ruang lingkup bantuan bina lingkungan peduli PT. Semen Padang ditetapkan oleh Menteri BUMN. 

4) Apabila pada akhir  tahun terdapat sisa kas dana program bina lingkungan, maka sisa kas tersebut menjadi saldo kas awal tahun dana program bina lingkungan tahun berikutnya.

2. Mekanisme  Penyaluran  Dana  Program  Kemitraan  dan  Program   Bina
    Lingkungan PT. Semen Padang
a. Tata cara pemberian pinjaman dana program kemitraan PT. Semen Padang

1) Calon mitra binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada PT. Semen Padang, dengan memuat data sebagai berikut:

a) Nama dan alamat unit usaha;

b) Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;

c) Bukti identitas diri pemilik/pengurus;

d) Bidang usaha;

e) Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak berwenang;

f) Perkembangan  kinerja  usaha (kas, perhitungan  pendapatan) 
     
g) Rencana usaha dan kebutuhan dana. 

2) PT. Semen Padang akan mengevaluasi dan mengseleksi atas permohonan yang diajukan oleh mitra binaan.

3) Calon mitra binaan yang layak bina, menyelesaikan proses administtrasi pinjaman dengan PT.Semen Padang.

4) Pemberian pinjaman kepada calon mitra binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang memuat:

a). Nama dan alamat PT. Semen Padang dan mitra binaan.

b). Hak dan kewajiban PT. Semen Padang dan mitra binaan.

c). Jumlah pinjaman dan peruntukkannya;

d). Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadual angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman).

5)  PT. Semen Padang, tidak memberikan pinjaman kepada calon mitra
     binaan yang menjadi mitra binaan BUMN lain.

6)  Besarnya Jasa administrasi  pinjaman  dana  program kemitraan per
     tahun sebesar 6% (enam persen) dari  limit  pinjaman  untuk prinsip
     jual beli.

                 7)  Apabila   pinjaman/ pembiayaan    diberikan    berdasarkan    prinsip
                      bagi   hasil  maka rasio bagi hasilnya 40% (40 : 60)  

b. Tata cara penyaluran bantuan dana program bina lingkungan PT. Semen Padang

1) PT. Semen Padang terlebih dahulu melakukan survai dan identifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah usaha PT.Semen Padang

2) Pelaksanaan program bina lingkungan dilakukan oleh PT. Semen Padang .

3) Tata cara bantuan dan program PT. Semen Padang peduli dilaksanakan dengan ketetapan Menteri BUMN. 

3. Beban Operasional  Program  Kemitraan dan  Program  Bina Lingkungan
    PT. Semen Padang

a. Beban program kemitraan dibiayai dari dana hasil jasa administrasi pinjaman.marjin/bagi hasil, bunga deposito atau jasa giro dana program kemitraan yang besar maksimalnya sebesar jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito atau jasa giro dari dana program kemitraan selama tahun berjalan.

b. Dalam hal dana untuk beban operasional tidak mencukupi, maka kekurangannya dibebankan pada anggaran biaya PT. Semen Padang.

c. Pada akhir tahun apabila terdapat sisa dan untuk beban operasional maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai beban operasional tahun berikutnya atau sebagai tambahan sumber dana program kemitraan.

d. Beban operasional program bina lingkungan PT. Semen Padang dibiayai dari dana program bina lingkungan.

e. Besarnya beban operasional maksimal 5% (lima persen) dari dana program bina lingkungan PT. Semen Padang yang disalurkan pada tahun berjalan.    

B. Pelaksanaan CSR Oleh PT Lumpo Painan


PT. Lumpo yang merupakan perusahaan pertambangan batu bara yang beroperasi di Lumpo Kabupaten Pesisir Selatan dengan investasi modal perusahaan Rp.9.000.000.000,00 dan memiliki 40 orang tenaga kerja, yang beralamat kantor perusahaan di Jl.H.Ilyas Yacub No.37 Painan.


PT. Lumpo merupakan perusahaan pertambagan eksloitasi yang penambangan batu-bara, menyadari betul akan rentan terhadap isu-isu lingkungan dan kesehatan. Sehingga dalam kegiatannya, PT. Lumpo berkomitmen untuk mengutamakan keselamatan dan berpartisipasi mengembangkan masyarakat di sekitar kegiatan pertambangan, operasi penambangan pada saat ini tidak hanya memerlukan lisensi formal yang berbentuk izin eksploitasi, melainkan juga dukungan social . Dukungan social itu yang mengamankan kegiatan perusahaan. Hal ini diperoleh bila masyarakat di sekitar operai PT. Lumpo tidak dirugikan, tetapi justru memperoleh manfaat atas keberadaan perusahaan.


Implementasi pembangunan berkelanjutan harus bermakna dan relevan pada setiap situasi local, sehingga penerapan dan pengelolaan CSR PT. Lumpo berfokus pada hal-hal yang dapat dilakukan di tataran lokal, meskipun berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang bersifat nasional.


PT. Lumpo dalam melaksanakan CSR hanya bersifat insidental dengan memberikan sumbangan atau bersifat dekermawanan yang pada umumnya melakukan kegiatan karitatif, filantropis dan menyelenggarakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (community development). Bentuki konkritnya pelaksanaan CSR PT. Lumpo yaitu membuat Dam Batang Kalupo setinggi 1 Meter dengan panjang Dam 500 M. 

C. Sanksi Bagi Perseroan yang Tidak Melaksanakan CSR

1.  Kewenangan Badan Koordinasi  Penanaman  Modal  Propinsi  (BKPMP)
     Dalam Pelaksanaan CSR .
BKPMP dalam tugasnya mengawasi pelaksanaan penanaman modal  termasuk juga dalam hal pengawasan pelaksanan CSR oleh perusahaan penanaman modal di Sumatera Barat. BKPMP sampai saat ini belum pernah memberikan sanksi dalam hal  pelaksanaan CSR oleh perusahaan penanaman modal.  Hanya sebatas menghimbau, mengajak, dan menegur dengan memberikan pengertian tentang  manfa’at dari pelaksanaan CSR bagi perusahaannya. Karena untuk menindak dan memberikan sanksi kepada perusahaan penanaman modal yang tidak melaksanakan CSR belum ada ketentuan yang jelas untuk berpijak, dan BKPMP lebih mengutamakan promosi dan berusaha untuk menarik para penanam modal untuk menanamkan modal di Sumatera Barat.

Jika terjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat, atau buruhnya maka BKPMP  akan turun kelapangan untuk mencari solusi penyelesain konflik. BKPMP bertindak sebagai mediatornya dalam penyelesaian konflik tersebut, dalam penyelesaian konflik inilah BKPMP menyarankan kepada perusahaan penanaman modal untuk melaksanakan CSR sebagai salah satu solusi penyelesaian konflik. 
2.  Kewenangan Menteri BUMN

Menteri BUMN berwenang mengawasi, menilai, dan memberi sanksi terhadap pelaksanaan CSR oleh perseroan BUMN. Jika terbukti perseroan BUMN tidak melaksanakan CSR maka Menteri BUMN langsung memberikan sanksinya. Sanksi berupa sanksi adminterasi, sampai kepada pencabutan izin operasi sementara. Untuk PT. Semen Padang sampai saat sekarang belum pernah dapat sanksi.
D. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan CSR 


Hambatan yang dihadapi oleh PT. Semen Padang dalam pelasanaan CSR yaitu dalam hal penerimaan atau pencairan dana CSR yang tidak pasti dalam jumlah dan waktunya. Jumlah dana CSR yang akan diterima setiap triwulan melalui rekening CSR tidak ada pengaturannya, hanya berdasarkan kebijaksanaan Direksi. Dengan demikian penyaluran dana bantuan dalam pelaksanaan CSR oleh biro CSR harus memperhitungkan berapa jumlah yang bisa disalurkan dan berapa yang harus ada di kas untuk mengantisipasi keadaan-keadaan darurat.


Hambatan-hambatan yang lain dalam pelaksanaan CSR oleh PT. Semen Padang yaitu dalam hal penyaluran bantuan CSR dimana jumlah personil anggota CSR di PT. Semen Padang masih terbatas yaitu sekitar 20 orang, sedangkan penyaluran dana CSR PT. Semen Padang langsung oleh Biro CSR, tidak memakai jasa pihak ketiga. Sehingga dalam melakukan penilaian, observasi kelapangan sering memerlukan waktu yang lama. 

Hambatan yang dihadapi oleh PT. Lumpo dalam pelaksanaan CSR yang utama belum adanya  peraturan yang dijadikan pedoman untuk pelaksanaan CSR dan faktor yang menyangkut ukuran dan kematangan perusahaan, dimana PT. Lumpo merupakan perusahan kecil yang belum mapan.
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan CSR oleh PT. Semen Padang telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007. Peraturan ini pada prinsipnya mengikat PT. Semen Padang untuk menyelenggarakan program kemitraan dan program bina lingkungan.

PT.Lumpo merupakan perusahaan kecil dan belum mapan maka pelaksanaan CSR hanya bersifat kegiatan karitatif, filantropis dan menyelenggarakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar (community development). 
2. PT. Semen Padang dan PT. Lumpo belum pernah menerima sanksi dari Menteri BUMN maupun oleh BKPMP. 
3. Hambatan-hambatan yang ditemui di PT. Semen Padang dalam pelaksanaan CSR yaitu jumlah dan tahapan dana CSR yang distorkan kerekening CSR tidak ada kepastiannya. Hambatan-hambatan dalam hal penyaluran bantuan CSR dimana jumlah personil anggota CSR di PT. Semen Padang masih terbatas, dan penyaluran dana CSR PT. Semen Padang langsung oleh Biro CSR. 

PT. Lumpo dalam melaksanakan CSR belum mempunyai peraturan yang akan dijadikan pedoman pelaksanaan CSR. 

B. Saran

1. Berkaitan dengan dana CSR, sebaiknya dana CSR disetorkan ke rekening CSR seperti rekening program kemitraan dan program bina lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007. Pasal 9 ayat (5) yaitu disetorkan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan RUPS seluruhnya.
2. Masalah sumber dana CSR yang berasal dari penyisihan laba perusahaan, jika perusahaan tidak memperoleh laba tentu kegiatan pelaksanaan CSR ini tidak akan jalan. Oleh sebab itu disarankan supaya sumber dana CSR sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Pasal 74 yang merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Jadi jelas disini bahwa biaya CSR merupakan anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan bukan penyisihan hasil dari laba perseroan.        
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